
BUPATI LAMPUNG UTARA 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 

NOMOR 31 TAHUN 2017 


TENTANG 


URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN LAMPUNG UTARA 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerab Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tabun 2016 
tentang Pembentukatl. dan Susunan Perangkat Daerab 
Kabupaten Lampung Utara, maka Uraian Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah di atur lebih lanjut I dengan 
F'eraturan Bupati; , 

b. babwa sehubungan dengan maksud huruf a tj-rsebut diatas 
diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lampung UtaratentangUraian Tugas,'Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Penar}aman Modal Dan Pelayanan' Terpadu Satu 
PintuKabupaten Lampung Utara. j 

Mengingat 	 1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentapg Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tabun 1956 (Lembaran 
Negara' Republik Indonesia Tabun 1956. Nomor 55) dan 
Undang-Undang Druurat Nomor 6 Tabun 1956 (Lembaran 
.Negara' Repblik Indonesia Tabun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerab Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara- (Lembaran Negara Republik IndonesIa Tabun 2014' 
Nomor 5, Tambaban ~mbaran Negara Republik Indonesia 
NomQr 5494); . 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

F Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20'15 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tabun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NQrnoJ;' 44qQ); 



6. 

7. 

8. 

9: 

Menetapkan 

gPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tetahanntan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomod8 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dflerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016' Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80, Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2Q16 Nomar 5). 

MEMUroSKAN: 

PERATURAN BUPATI TEN-TANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 
2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Utara. 
3. 	 Bupati adalall Bupati Lampung Utara. 
4. 	 Wakil Bupati adalah Waki! Bupati Lampung Utara. I 

5. 	 Pemturan Daerah adalah Peraturan Daerah KB.bupaten 
LampungUtara. , 

6. 	 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung 
Utara. 

7. 	 Keputusa'n Bupati adalah Keputusan Bupatj Lampung 
Utara. ! 

8. 	 Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekietans Daerah 
Kabupaten Lampung Utara. 

9. 	 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Dekonsentrasi adalah J)lelimpahan weweaang dan 
Pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah 
danI atau perangkat pusat di daerah. 

11. Tugas Pembantuan adalah, penugasan dati Pemerintah 
kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, 
sarana dan prasarima serta sumber daya mariusia dengan 
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. 

12. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Lampung Utara. 
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13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung 
Utara. . , 

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu adalah Dinas Penanaman Modal d!ID 1 Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.. 

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas pada Dinas Kabupaten Lampung Utara. 

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
, 	 menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Dinas Kabupaten Lampung Utara. 

Bagian Kesatu 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 

Paragraf 1 

Uraian Tu~as dan Fungsi 


Pasal2 


(1) 	 Dinas Penanaman Modal Dan Jlelayanan 
,> 	 Terpadumempunyai tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan serta tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupaji berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu 
Satu Fintu menyelenggara.kan fungsi: 
a. 	 perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman 

modal dan pelayanan perizinan; 
b. 	 pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan 
pelayanan perizinan; 

c. 	 pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang 
penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah; 

d. 	 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 
Penanaman Modal dari. Pelayanan Perizirian; ­

e. 	 pembuatan peta penanaman modal daerah; 
f. 	 pengembangan peluang dan potensi penanaman modal 

di daerah dengan memberdayakan badan usaha; 
g. 	 pelaksanan promosi penanaman modal daerah; 
h. 	 penyelenggaraan pelayanan administrasi dan proses 

pelayanan perizinan; , 
i. 	 pengawasan, pengendalian dan evalusi pelayanan. . 	 ;

penzman; 
j. 	 penandatanganan penzman atas Iiama Bupati 

berdasarkan pendelegasian wewenang'dari Bupati; dan 
k, 	 pelak'(lanaan tugas lain yang diberilam oleh Bupati 

dibidang Pemberdayaarl Masyarakat dan Dej:sa. 
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Paragraf2 
Susunan Oq~anisasi 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu, terdiri dari : 
a. 	Kepala; 
b. Sekretariat; 
c. 	BidangPenanaman Modal; 
d. 	Bidang Perizinan; 
e. 	 Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi; 
f. 	 Bidang Data, Informasi dan Pelaporan; dan 
g. 	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

Paragraf3 
Ke:pala 

Pasal4 

(1) 	 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
mempunyal tugas pokok memimpin, mengatur, membina, 
memotivasi, mengkoordinasikan danmelaksanakan 
sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan, tugas pembantuan yang 
diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas-tugas lain 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku.. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal 
danpelayanan Perizinan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 
Penanaman Modal dan Perizinan; 

d. melaksanakan kOQrdinasi pro&eE> pelayanan 
Penanaman Modal dan Perizinan: dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf4 
Sekretariat 

Pasal5 

(1) Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu rnempunyai tugas pokok mengatur pelayanan 
umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan 
rumah tangga serta membantu kepala Badan dalam 
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan 
pengendalian terhadap program, pengelolaan administrasi 
dan' sumber daya, me!ak:tikan kerjasama dengan dinas 
instansi terkalt. i 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ~imaksud 

pada ayat (I), Sekretaris menrelen~arakan fungSl: 

a. menyelenggarakan urusan umum dan ketataus~aan, 

urusan rumah tangga, ketertiban, 
keamanan,kebersihan lingkungan kerja, koordinasi 
hubungan antara dinas instansi serta penyiapan rapat­
rapat dinas; , 

b. menye1enggarakan administrasi kepegawaian; 
c. menyelenggarakan administrasi keuangan dan 

perlengkapan;dan 
d. pelaksanaan tuga's lain yang diberikan atasan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasa16 

(1) Sekretal'iat, membawahi: 
a. 	Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. 	Sub Bagian Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 
c. 	Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat 
(I), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal7 

(I) 	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempl:myai tugas 
pokok melaksanakan penyiapan bahan / perencanaan, 
pembinaan serta rnelakukan urusan ketatausahaan, 
perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan kegiatan 
hubungan masyarakat, dokumentasi dan inforrnasi 
lingkungan serta proses administrasi pengelolaan, 
pembinaan administrasi kepegawaian. 

(2) 	Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah 
sebagal benkut: - - -, 
a. 	 menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan 

urusan urnU1r1; 
b. 	 melaksanakan kegiatan administrasi umurn dan 

ketatausahaan; 
c. 	 melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, 

keamanan dan kebersihan lingkungan kerja; 
d. 	 melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan 

masyarakat dan penyiapan rapat-rapat dinas; 
e. 	 rnemelihara dan merawat kendaraan dinas, 

perlengkapan kantor serta aset lainnyaj 
f. 	 mengelola administrasi kepegawaian; 
g. 	 menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian 

pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji 
pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 
pegawai di lingkup dinas; " 

h. 	 menyiapkan bahan membina kepegawaian dan disiplin 
pegawai di lingkup badan; 
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1. 	 mengelola data kearsipan umum dan kepegawaian, 
perpustakaan dan dokumentasi; . 

j. 	 Inellgelola administrasi kepegawalan tenB.lS8; 
honorerjtenaga harlan lepasjtenaga kontrak daerah d1 
lingkup Badan; 

k. 	 menyiapkan -- bahan pengembangan sumber daya 
aparatur untuk ikut pendidikan, pelatihan, kursus dan 
pembin,aan lainnya; 

1. 	 melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi 
pengelolaan ketatauSahaal1 dengan satuanjunit kerja 
terkait; dan 

m. 	melaksanakrul tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

,i 	 Pasal8 

(1) 	 Sub Bagian Keuangari dan Perlengkapan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
4lID Per1enm-PlID glMa.Jn lingkyn~J)' 4ina§. 

(2) 	 Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, 
adalah sebagai berikut: 
a. 	 menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran; 
b. 	 melaksanakan kegiatanpengelolaan anggaran, 

perbendaharaan, veriflkasi dan pembu.kuan; 
c. 	 menyusun laporan pertangungjawaban keuangan; 
d. 	 menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan; 
e. 	 menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi 

keuangan terhadap bendaharawan; 

f. 	 melaksanakan koordina~ pengelo1aan adwinistrasi 
keuangan dengan sstuan/unit kerja terkait; 

g. 	 menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan 
sarana dan prasarana kantor; 

h. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, 
penyimpanan dan pendistribusian serta inventarisasi 
baning dan aset lamnya; 

i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pada 

j. 
Sub 'Ragian Keuangan dan P-erlengkapan;' dan , 
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengaIl ketentuan yang berlaku. 

\ 

"Pasal9 

(I) 	 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi _mempunyai tugas 
pokok melaksanakan identiijkasi, perumusan, pengkajian. 
~man1:?,tlBn. pc<ngengalian. penYU§\l11an ~rencana,an, 
program kegiatan, evaIuasi dan pelaporan. 

(2) 	 Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah 
sebagai berikut: 
a. 	 menyiapkan bahan usulan, perubahan dan pembahasan 

rencana kerja dan anggaran; 
b. 	 mengumpulkan bahiii. menganalisis dan menyajikan 

data informasi; 
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I 
sunc. 	 menyiapkan bahan perumusan rencana dan m,enYUakan

program serta memfasilitasi dan me1~~ 
ketjasama dibidangperencanaan dan evahlasl dinas; . 

d. 	 menyiapkanbahan koordinasi perem::anaan evaluas~ 
dan p/elaporan dibidang perencan~ dan evaluasl 
dinas; \ 

e. 	 menyiapkan bahan perencanaan.! evaluasi, 
melaksanakan evaluasi serta penyajian seluruh 
laporan kegiatanperencanaan dan evaluasi dinas; 

f. 	 menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada 
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

g. 	 menyiapkan bahan dan menyusun laporan 
pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan 
Laporan Penye1enggaraan Pemerintahan Oaerah (LPPO) 
dan Laporan Analisis Jabatan, Analisis Behan Kerja 
Serta Sistem Kompetensi Jabatan (SKJ); dan 

h. 	 melaksanakan tugas lain yang dibel'ikan atasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf5 

Bidang Penanaman Modal 


Pasall0 


(1) 	Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas pokok 
" 	 melaksanakan sebagian tugas Dinasdibidang Penanantan 

Modal meliputi pengkajian, Pengembangarl Pengendalian 
promosi dan investasi. 

(2) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagai~ana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Penanaman Modalmenyelenggarakan 
fungsi: 
a. 	 perumusan rencana kerja dibidang Kerjasanta, 

Pengembangan dan Pengendalian bidang Promosi dan 
Investasi; 

b. 	 perumusan kebijakan teknis dibidang Kerjasanta, 
Pengembangan Pengedalian bidang Promosi dan 
Investasi; 

c. 	 pelaksanaan koordinasi, faSiIitasi, pembinaan tugas 
dibidang Kerjasama, Pengembangan dan Pengendalian 
bidang Promosi dan Investasi; dan 

d. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Bidang Penananlan Modaldipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah clan bert;mggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal11 

(1) Bidang Penanaman Modal, membawahi: 
a. 	Seksi Promosi; dan 
b. 	Seksi Investasi. 

7 



(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), 
dipimpin oleh seorans, Kepala Seksi yan? berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bldang. 

Pasal12 

(1) 	 Seksi Promosimempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Penanaman Modal yang berkaitan dengan 
Promosi. 

(2) 	 Uraian tugas Seksi Promosi, adalah sebagai berikut: 
a. 	 penghimpunan dan penelaahan Peraturan Perundang­

undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan 
dan pedoman/ketentuan lain berkaitan ,dengan 
promosij 

b. 	 penyusunan rencana program dan kegiatan serta 
pelaksanaannya pada Seksi Promosij , 

c. 	 penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian 
bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal 
daerahj , ; 

d. pengumpulan, penyusunan dan pengelbhan data 
dalam rangka pelaksanaan promosi investasij 

e. pelaksanaan promosi penanaman modal daerah; 
f. 	 pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

kegiatan promosi penanaman modalj 
g. 	 penyusunan laporan pelaksanaan program dan 

kegiatan Seksi Promosi; dan 
h. 	 melaksanakan tugas lain yang diberlkan oleh atasan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal13 
,


(1) 	 Seksi Investasimempunyai tugas pokok melaksanakan 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal 
yang berkaitan dengan Investasi di Daerahj 

(2) 	 Uraiim tugas Seksi Investasi, adalah sebagai berikut: 
a. 	 penghimpunan dan penelaahan Peraturan 

Perundang-undangan petunjuk teknis, 
petunjukpelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain 
berkaitan dengan bidang investasij 

b. 	 penyusunan rencana program dan kegiatan serta 
pelaksanaannya pada Seksi Investasi; 

c. 	 penyusunan kebijakan pengembanga'n penanaman 
modal daerah dalam bentuk rencana umum; 

d. 	 penanaman modal daerah yang sesuai dengan 
program pembangunan daerah; . 

e. 	 pelaksanaan penelitian dan pengkajian potensi­
potensi daerah bagi pengembangan penanaman 
llwdal; 

f. 	 pelaksanaan pengajuan usulan dan fasilitasi 
ketjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman 
modal; 

g. 	 penyusunan laporan dan Pengembangan Investasi di 
daerah; dan 

h. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8 



Paragraf6 
Bidan~ 

Pasal14 

" (1) 	 Bidang Perizinan, mempunyai tugas pokok Bidang 
Pe:ri.zinan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang 
meliputi pendaftaran, pemerosesan dan penerbitan 
perizinan. 

(2) 	Unm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pada 
ayat (l),\Bidang Per~anmenyelenggarakan fungsi: 
a. 	 melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan 

yang meliputi pelayanan, pemerosesan dan penerbitan 
pe:ri.zinan; 

b. 	merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang 
pelayanan perizinan; 

c. 	 melaksanakan koordinasi, keIjasama dan kemitraan 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau 
pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan; 

d. 	 melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan 
perizinan; 

e. 	 melaksanakan Survey. lokasi bersama Tim Teknis 
perizinan terkait; . 

f. 	 mengkoordinasikan pelaksanaan survey kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan pe:ri.zinan; dan 

~. 	 melaksankan tugas lain yang diberikan oleh t atasan 
sesuai dengan ketentuan Yang-berlaku. , 

(3) 	Bidang Perizinandipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung' jawab kepada 
Kepala Dinas. 

\ 

Pasal15 

(1) 	 Bidang Perizinan, membawahi: 
a. Seksi Pelayanan; dan 
b. Seksi Pemerosesan dan Penerbitan. 

• (2) Masing~masing Seksi pada Bidang Perizinan dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
Qeftapgggngjawl:l.h kepacl.a Kepala l3.idang. 

Pasal16 

(1) 	 Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan dibidang pelayanan perizinan yang meliputi 
pelayanan; 

(2) 	 Uraian tugas Seksi Pelayanan, adalah sebagai berikut: 
a. 	 menerima dan meneliti kelengkapan berkas , b .. permo onan penzman; 
b. 	 melaksanakan registrasi administrasi dan verifikasi 

berkas pemohonan perizinan; 
c. 	 membuat surat penolakan terhadap berkas 

permohonan perizinan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; . 

d. 	 melaksanakanpelayanan informasi perizlnan. 

9 



·. 


e. menerima pengaduan pemohon dan masyarakat umum 
mengenai :perizinan dan menindak lajutinya. 

f. memiruskan berkas pennohonan perizinan yang dapat 
diproses dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
dan . 

g. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal17 

(1) Seksi Pemerosesan dan Penerbitanmempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan di Seksi 
Pemerosesan dan Penerbitan lzin. 

(2) Uraian tugas Seksi Pemerosesan dan Penerbitan, adalah 
sebagai berikut: 
~. 	 me4<k~~$a.n penil~~, perhit~ng~ tian menetapkan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai 
dengan tarifyang diatur dalam Peraturan Daerah; 

b. 	 melaksanakan pelayanan pemerosesan dan 
menerbitkan sesuai data permohonan perizinan serta 
menyerahkan izin yang telah ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang; 

c. 	 melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
dalam rangka penelitian la~gan serta pemerosesan 
perizinan; 

d. 	 melaksanakan tata laksana' prosedur tetap perizinan 
dalam rangka mewujudkan pelayanan prima; 

e. 	 melaksanalca.n pembinanan, pengawasan dan 
perigendalian setiap pemerosesan dan penerbitan izin; 
dan 

f. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf7 
Bidang Pen~awasan, Pen~endalian dan Evaluasi 

Pasal18 

(1) 	 Bidang Pengawasan, Pengendalian I dan 
Evaluasimempunyai tugas pokok melaksanakan, kegiatan 
dibidang pengawasan, pengendalian dan Evaluasi 
dibidang penanaman modal dan perizinan. ' 

(2) 	Untuk melaksanakan tugas sebagairilana dimaksud 
pada ay'(\t (I), Bidang Pengawasan, Pt<ngendalian, dan 
Evaluasimenyelenggarakan fungsi: . i 
a. 	 penyusunan pedoman petunjuk tey,nis kegiatan 

pengawasan dan pengendalian serta Evaluasi bidang 
penanaman modal dan perizinan; 

b. 	 pelaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian 
serta Evaluasi dibidang penanaman modal dan 
perizinan; 

c. 	 pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian, 
monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal 
dan perizinan; 
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d. 	 penyusunan kebijakan dan Peraturan-pera~an yang 
berkaitan dengan penanaman modal dan penzman; 

e. 	 pelaksanaanpengkoordinasian dengan tim teknis 
perizinan terkait; I 

f. 	 peninjauan lokasi bersama tim teknis perizinan terkai~; 
g. 	 pelaksanaan koordinasi dengan ~atuan KeIja 

Perangkat Daerah(SKPD) terkait dalam kegiatan 
pengawasan, pengendalian danEvaluasidibidang 
penaii.aman modal dan perizinan; dan' , 

h. 	melaksanaltan tugas lainnya sesum dengal:l peraturan 
yang berlaku. ", 

(3) 	 Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang bera.da di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal19 
(1) Bidang Pengawasan, \, Pengendalian dan 

Evaluasi,membawahl: 
a.SeksiPengawasan;dan 
b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertan~~Jawab kepada Keflala Bidang. 

Pasal20 

(1) 	 Seksi PengawaSallmempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pengawasan, Pengendalian dan 
Evaluasi di Seksi Pengawasan. 

(2) 	 Uraian tugas Seksi Pengawasan, adaiah sebagai berikut: 
• 	 a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pelaksanaan kegiatan pengawasck dibidang 
j:>enanaman modal dan perizinan; 

b. 	 pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang 
penanaman modal dan perizinan; 

c. 	 pelaksanaan pembinaandalam rangka pengawasan 
dibidang penanaman modal dan perizinan; 

d. 	 pemberian teguI'an teFtulis teI'hadap perusahaan yang 
melakukan pelangggaran perizinan; 

e. 	 melaksanakan pengawasan administrasi dan alur 
perizinan sesuai dengan sistem, prosedur dan 
per!lturan yang berlaku; 

f. 	 melakukan survey lokasi bersama dengan tim teknis 
perizinan terkait' dengan perizinan yaiig mempunyai 
dampak yang besar terhadap lingkungan dan 
masyarakat; 

g. 	 menyampaikan saran dan pertimbangan teknis 
mengenai kelayakan perizinan kepada pimpinan; 

h. 	 melaksanakan pelaperan pelaksanaan tugas; dan 
i. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesum dengan ketentuan yang berlaku. 

i, 
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Pasal21 

(1) Seksi Pengendalian dan Evaluasimempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan, 
Pengendalian dan Evaluasi. 

(2) 	uraian tugas Seksi PengendaIian dan Evaluasi, adalah 
sebagai berikut: 
a. 	 menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan 

pengendalian dan Evaluasi yang berkaitan dengan 
penanaman modal dan perizinan; 

b. 	 menyusun rencana program dan kegiatan serta 
pelaksanaan pada Seksi Pengendalian dan Evaluasi: 

c. 	 melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik 
dibidang pengendalian dan Evaluasi; 

d. 	 menyusun Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
penahaman dan perizinan; 

e. 	 j:Jelaksanaan Operasional kegiatan pengendalian dan 
evaluasi berkaitan dengan penanaman modal dan 
pelayanan perizinan; . 

f. 	 penyusunan laporan pelaksanaan .program dan 
kegiatan serta realisasi anggaran seksi pengendalian 
dan ~valuasi; dan 

g. 	 melaR:.sanakan tugas lain yang dibenkan ()leh atasan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. .: 

Paragraf8 

Bidan~ Data, Informasi dan Pelaporan 


Pasal22 


(1) Bidang Data, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
pokok Bidang Data, Informasi dan Pelaporan mempunyai 
tu&as pokok melaksanakan tugas Dinas dibidang Data, 
Informasi dan Pelaporan;" ­

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Data, Informasi dan Pelaporan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. 	 perumusan rencana keIja dibidang Data, Informasi 

dan PelapGran; 
b. 	 perumusan kebijakan teknis dibidang Data, Informasi 

dan Pelaporan; 
c. 	 melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan 

tugas dibidang Data, Informasi dan Pelaporan; dan 
• 	 d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. \ 
(3) 	Bidang Data, Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh 

seQrang Kepala sidang yang berada ,di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal23 

(1) 	 Bidang Data, Informasi dan Pelaporan, membawahi: 
a. 	Seksi Data; dan 
b. 	Seksi Informasi dan Pelaporan. 

12 



(2) Masing-masing Seksi sebagaiman;a dimaksud a~at (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksl yan~ berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bldang. 

Pasal24 

(1) Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
, tugas Bidang Data, Informasi dan Pelapor8f; 

(2) 	 Uraian tugas Seksi Data, adalah sebagai berikut: 
a. 	 menyusun rencana dan program kelja operasianal 

seksi Data berdasarkan program kelja bidang Data, 
Informasi dan Pelaporan; 

b. 	 menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan 
potensi daerah,tata guna serta sarana dan prasarana 
penunjang investasi; 

c. 	 mengelompokkan seluruh data menurut jenis dan 
sifatnya sebagai bahan kajian dan laporan; 

d. 	 menyusun database yang berkaitan dengan bidang 
penanaman modal dan perizinan; 

e. 	 melaksanakan pendataan baik data internal maupun 
data eksternal yang berkaitan dengan bidang 
penanaman mod.al dan perizinan; dan 

f. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai d.engan ketentuan yang berlaku. 

Pasal25 

(1) 	 Seksi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan Informasi dan pelaporan, pada 
Bidang Data, In.formasi dan Pelaporan. , 

(2) 	 Uraian tugas Seksi lnformasi dan Pelaporan, adalah 
sebagai berikut: , 
a. 	.menyusun renc:fU1a program dan,' kegiatan serta 

pelaksanaan pada Seksi lnformasi dan Pelaporan; 
, 	 \ ' 

h. 	 menyiapkan bahan pelaporan terhadap basil 
pelayanan periziuan; _ ! 

c. 	 melaksanakan Informasi dan pelapcran terhadap 
penggunaan izin-izin yang belum/sudah diterbitkan; 

d. 	 melaksanakan sosialisasi kepada' stakeholder yang 
berkaitan dengan bidang penanaman modal dan 
perizinan; 

e. 	 menyusun laporan pelaksanaan program dan 
kegiatanserta realisasi anggaran Seksi Informasi dan 
PelapQran; dan 

f. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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,. 
BAB III 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal26 

Kelompok Jabatan Fungsional. mempunyai tugas dan fungsi 
sesuai dengan Jabatan li'ungsional masing-masing 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal27 

(1) Ke1ompok Jabatan i Fungsional membawahi sejumlah 
tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai deng&n bid&ng keahliannya. 

(2) Jumlah:Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
keIja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

" 	 (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

, BABIV 
TATAKERJA 

PasaI28 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Satuan 
Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam 
lingkUngannya maupun dengan instansi lain. 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas kedinasan. 

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab 
kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala 
terhaciap pelaksanaan tugas masing-masing. 

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan 
Pengawasan Me1ekat (WASKAT). 

Pasal29 

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab 
dala.rri niemimpin, mengoordinasikan dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi. Pelaksanaan 
tugas bawahannya masing-masing. ' 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada 
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat 
p~da waktunya. 
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(3) Oalam menyampaikan laporan ~~ing-masing kepada 

atasan, tembusan satuan or&al11sasl lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan keIja. 


(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan 
Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyus1man laporan lebih lanjpt dan 
dijadikan bahan untuk memberlkan petunjuk kepada
bawahan. 	 . . . 

Pasal30 
\ 

(1) Oalam hal Pinlpinan Satuan Organisasi. 1)erhalangan 
Kepala .Sekretariat melakukan tugas-tugas· atasan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yaQg berlaku. 

(2) Oalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas 

, 	 para Kepala Bagian berada dalam koordinasi seorang 
Kepala Sub Bagian yang ditunjuk oleh Atasan Satuan 
Organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Oaftar 
Urut Kepan~tan. 

Pasal31 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing­
masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan­
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BABV 

KEPEGAWAlAN 


Pasal 32 

Jenjangjabatan dan kepan~tan serta susupan kepegawaian 
diatur sesuai dengan Peraturan Perundangcundangan yang 
berlaku. 

Pasal 33 

Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian dan Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan 
ungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati sesuai peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pasal34 

Dengau berlakunya Peraturan Bupati ini, ma.ka. Pasal 50 
sampai dengan pasal 73 Peraturan Bupati Lampung Utara 
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan 
Tata KeIja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Lampung Utara 
(Berita. Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 
29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal35 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian 
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara. 

Pasal36 

Peraturan Bupan ini mulai berlaku' pada tanggal 
diundangk!ll1. , \ 

Agar setiap orang mengetahuinya, menierintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan p","nempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara: 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal f;:l - (; ," 2017 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

AGUNG LMU MANGKUNEGARA 

Diundangkan di Kotabumi 
pacta tanggal 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LA G UTARA. 

SAMSIR,. , ' 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR .s.t 


